BUPATI CIANILR

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
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BUPATI CIANJUR,

bahwa Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2015 telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupat Cianjur Nomor 23 Tahun
2014,

bahwa sehubungan adanya perubahan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) lentang
Honorarium Pegawai Non PNSD biava konsultan yang
semula  dibebankan pada Belanja Pegawai  Tidak
Langsung, diubab  dun  dibebankan pada  Belanja
Langsung .Jenis Belanja Pegawai pada kKegiatan Non
Urusan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Bupati Cianjur
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015:

Undang-Undang 28 Tahun 194949 tentang
Penyelenggaraan Negara yvang Bersih dan Bebas dar
Rorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenlang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengclolaan dan Tanggungjawab
heuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 lentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaharn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 38);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587
sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 lentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 lentang
Kedudukan Keuangan Bupati dan  Wakil Bupali
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 lentang
Pengelolaan  Keuangan  Badan Lavanan  Umum
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia  Nomor 4502) schagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
lentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai
Negerl Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4561) sebagaimana lelah
diubah  beberapa kali  terakhir dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua atas Peraluran Pemerintah Nomor 48 Tahun
2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjaci
Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531 8).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 lentang
Dana  Perimbangan (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45735)
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Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 lentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
scbagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Alas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
lentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2153);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2003 tentang
Pedoman  Penyusunan  dan Penerapan  Standar
Pelayanan  Minimal  (Lembaran  Negara Republik
[ndonesia  Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakvat Daerah, dan
Informasi  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 lentang
Tata Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3533);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Negara Tahun 2010-2014;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempatl Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelola  Keuangan  Daerah
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Mcenteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara sert:
Penvampaiannva;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penvusunarn,
Pengendalian, Dan FEvaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 /PRT/ M/
2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011
tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri bagi Pejabatl Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai
Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013
tentang  Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 47 1);
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 14235);

~

J1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyvusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembuaran
Dacrah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomaor 02 Sceri DJ;

33, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun
2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah  dan
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupalen
Cianjur (Lembaran Dacrah Kabupaten Cianjur Tahun
2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor ©
Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
[Dacrah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi
Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah
kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);

34. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2014 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN  BUPATI  TENTANG PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2013,

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor
23 Tahun 2014 wentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2015,
diubah sebagai berikut:

. Ketentuan Pasal 1 angka 61 diubah, sehingga berbunyi
sebagal berikut:

1. Pegawar Tidak Tetap atau Pegawal Non Pegawal Negerd
Sipil Dacrah, selanjuinya disebut Pegawai Non PNSD
adalah pegawal non PNSD dengan perjanijan kerja
Pejabat Pembual Komitmen atau Keputusan Bupat
vang diangkat untuk jangka waklu tertentu guna

melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan yang bersifat  teknis profesional  dan
administrasi  sesual dengan kebutuhan dan

kemampuan organisasi.



2. Ketentuan Pasal 31 ayat (4), setelah hurul [ ditambahkan
huruf 1 yang berbunyi scbagai berikut:

[1. Belanja Honorarium Pegawal Non PNSD Konsultan
Pemerintah  kabupaten  Cianjur  vang  dibentuk
berdasarkan Keputusan Bupati Cilanjur dialokasikan
pada Belanja Langsung Jenis Belanja Pegawai pada
Kegiatan Non Urusan, Objek Belanja untuk Belanja
Pegawal, Rincian Objek Belanja Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap;

Pasal 1l
Peraturan  Bupati  ini mulai  berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 17 Maret 2015

BUPATI CIANJUR,

ttc.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan chi Cianjur
pada tanggal 17 Maret 2015

/' SEKRETARIS DAERAH
(NABUPATHEN CIANJUR,
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BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR ©



